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TENTANG

SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EI}A

BUPATI TORAJA UTARA.

a. bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis,
efektif dan efisien, diperlukan sistem kerja antara
Jabatan Pimpinan Tinggr, Jabatan Administrasi,
Jabatan Fungsional dan l?elaksana pada
Pemerintah Kabupaten Tora.ja UteLra;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birol<rasi Nomor 7

Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi
Pemerinta.h untuk Penyederhanaan Birokrasi perlu
menyesuaikan sistem kery'a yang digunakan
sebagai instrumen bagi aparatur sipil negara
dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem
Keqla Aparatur Sipil Negara;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahr-rn 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (kmbaran i{egara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Menetapkan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indor:.esia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor' 6 Ta}.ur: 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nom,lr 2 Tahwn 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan l,embarar. Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birotrirasi Nomor 19

Tahun 2018 tentang Penyusu nan Peta Proses
Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

6. Peraturan Menteri Pendayag,unaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7
Tahun 2O22 tentang Sistem Kerja Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahur, 2022
Nomor 181);

MEMUTUSI(AN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA.

SISTEM KERJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Buperti sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tora,ia Utara.
4. Peraturan Bupati ada-lah Peraturan Bupati

Toraja Utara.
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5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Toraja Utara yang terdiri atas St:kretariat Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Inspektorat Daerah, Dinas, Badan dan Kecamatan.

6. Asisten adalah Asisten pada St:kretariat Daerah

Kabupaten Toraj a Utara.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian ada.lah pejabat yang

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian dan pembinaaen
Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi
Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8. Pejabat yang berwenang yang selemjutnya disingkat

$rB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan pemindahan, dan
pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Sistem ke{a adalah serangkaian prosedur dan tata
ke{a yang membetuk suatu proses aktivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

10. Mekanisme Ke{a adalah proses dan cara ke{a
organisasi yang menggarnbarkal alur pelaksanaan
tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan
dalam suatu sistem dengan mengedepankan
kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

1 1. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur
yang mengg€rmbarkan hubungan kerja yang efektif dan
efisien antar Unit Organisasi untuk menghasilkan
kinerja dan keluaran yang bernilrri tambah sesuai
dengan tujuan pendirian organisasi.

12. Pejabat Fungsional adalah Pegawa.i Aparatur Sipil
Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada
Pemerintah Daerah.

13. Pejabat Pelaksana adalah seke,lompok pegawai
Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab
melaksanakan kegiatan pelayanam publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan pada
Pemerintah Daerah.

14. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi
yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, F€jabat Pengawas,
atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk
memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat
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Pengawas, atau Pejabat Fungsionzd yang diangkat

untuk memimpin suatu Unit Organisesi tertentu '

16. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan

ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau

Pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan'

17. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan

sukarela Pejabat Fungsional dan l)ejabat Pelaksana

untuk melaksanakan tugas terlentu di bawah

Pimpinan Unit Organisasi dalarrL periode waktu

tertentu sesuai dengan kompetensi, l<eahlian dan/atau
keterampilan.

18. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang

selanjutnya disingkat SPBE adalatL penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memberikae layanan kepada
pengguna SPBE.

BAB II
SISTEM KERJA
Bagian Kesatu

Mekanisme Kerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

Mekanisme keq'a terdiri atas 3 (tiga) tah apan, yakni:
a. tahapanperencanaan;
b. tahapan pelaksanaan; dan
c. tahapan evaluasi.

Pasal 3

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a terdiri atas:
a. penyusunan dan penetapan pe{anjian kinerja

dan/atau sasaran kine{a pegawai paling lambat akhir
bulan Januari tahun be{alan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, perumusan strategi
pencapaian target kineda, serta penugasan Pejabat
Fungsional dan Pejabat Pelaksana di bawah koordinasi
Pejabat Administrator oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Pengawas oleh Pejrrbat Administrator,
Pejabat Fungsional d.anlatau Pejabat Pelaksana oleh
Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin
suatu unit keq'a mandiri berda.sarkan ketentuan
peraturan perundang- undangan;
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b. perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target
kine{a oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas,

Pejabat Fungsional dan/atau Fejabat Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari
penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk tim ke{a
atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana. lintas unit serta
kebutuhan atas Ketua Tim; dan

c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan
anggar€rn untuk pencapaian target kinerja oleh Pejabat
Fungsional dan Pejabat Pelaksana.

Pasa-l 4

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 hurufb terdiri atas:
a. penyusunan rincian pelaksanaan ke,giatan, pembagian

peran dan pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat
Fungsional dan pelaksana;

b. monitoring perkembangan dan pembr:rian umpan balik
atas pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Penilai Kine{a
dan/atau ketua tim; dan

c. penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada
Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 5

(1) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf c meliputi reviu atas hasil pelaksanaan
tugas tim kerja atau indMdu oleh Pejabat Penilai
Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi.

(2) Pelaksanaan tugas oleh tim kerja atau individu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
selesai setelah Pimpinan Unit Organisasi menerima
hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah
sesuai dengan target yang diharapkan.

Pasal 6
Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksu,C dalam Pasal 2
terdiri atas:
a. kedudukan;
b. penugasan;
c. pelaksanaan tugas;
d. pertanggunglawaban pelaksanaan tugas;
e. pengelolaan kinerja; dan
f. pemanfaatan teknologi informasi dan k:omunikasi.
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Paragral 2
Kedudukan

Pasal 7

(1) Pejabat Fungsional dan Pej abat Pelaksana

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Administrator atau Pejabat P,-'ngawas.

(2) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk
memimpin suatu unit kerja berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional
tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan
Pejabat Pelaksana.

(3) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-
masing Perangkat Daerah.

Pasal 8
(1) Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana

sebagaimana dimaksud dalam Fasal 7 ayat (3)

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam
peta jabatan.

(2) Penggambaran Kedudukan Pejabat Fungsional dan
Pejabat Pelaksana pada Perangkat DaeraJr tercantum
dalam Lampiran I yang merupal<an bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Sistem Ke{a.

Paragraf 3
Penugasan

Pasal 9

(1) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana ditugaskan
secara individu dan/atau dalam tim ke{a dengan
mengutamakan profesionalisme, kompetensi, dan
kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau
keterampilan.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud lrada ayat (1) dapat
melibatkan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana
yang berasal dari dalam satu Unit Organisasi, lintas
Unit Organisasi, dan/ atau lintas insransi pemerintah.

(3) Dalam tim ke{a yang anggotanya berasal dari linta
Unit Organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah,
Pejabat Fungsional atau pelaksana y€rng berperan
sebagai ketua tim diutamakan lcerasal dari Unit
Organisasi pemilik kinerja.

6



Pasal 10

(1) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana
dilakukan melalui penunjukan dan/atau pengajuan
sukarela.

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan penugasan langsung kepada Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana oleh Pejabat Penilai
Kinerja dan/ atau Pimpinan Unit Organisasi untuk
melaksanakan kine{a tertentu.

(3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan penugasan Fejabat Fungsional
atau Pejabat Pelaksana atas dasar permohonan aktif
dari Pejabat Fungsional atau Pejaba.t Pelaksana untuk
melaksanakan kine{a tertentu.

(4) Pengajuaa sukarela sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) hanya dapat dilakukan di dalam Unit
Organisasi Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana
bersangkutan dan lintas Unit Organisasi dalam
instansi pemerintah.

(5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kine{a atau Pimpinan
Unit Organisasi.

(6) Penugasan sebagaimana dimaksu,l pada ayat (1)

diberikan bukti penugasan tertulis yang berbentuk
fisik dan/atau elektronik.

Pasal 11

Mekanisme penunjukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) terdiri atas:
a. penunjukan dalam Unit Organisasi;
b. penunjukan lintas Unit Organisasi; dan
c. penunjukan lintas instansi pemerintzrh.

Pasal 12
Mekanisme penunjukan dalam :Jnit Organisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan
langsung oleh Pimpinan Unit Organisasi.

Pasal 13
Mekanisme penunjukan lintas lJnit Organisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pimpinan Unit Organisasi pemilik kin.e{a mengirimkan

surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pejabat Pelaksana kepada Pejabat Penilai Kinerl'a
dituju dimana Pejabat Fungsional atau Pejabat
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Pelaksana dimaksud berada dengan tembusan Pejabat
Penilai Kine{ a bersangkutan ;

b. terhadap surat permohonan pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana, Pejabat Penilai
Kineda dituju dimana Pejabat Fung:sional atau Pejabat
Pelaksana dimaksud berada, memproses dan
menjawab permohonan pelibatan l'ejabat Fungsional
atau Pejabat Pelaksana tersebut;

c. apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana dimaksud berada,
menyetujui pelibatan Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana, maka berdasarkan rckomendasi dari
Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Penilai Kine{a
menyusun surat penugasan untuk menugaskan
Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang sesuai
dengan kriteria yang disampaikan pemohon;

d. apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana dimaksud berada
tidak menyetujui pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pejabat Pelaksana, maka Pejabat Penilai Kineq'a
tersebut menjawab surat permohonan pelibatan
disertai dengan alasan; dan

e. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pel,aksana menerima
surat penugasan untuk dilaksanak:rn dengan penuh
tanggungjawab.

Pasal 14

Mekanisme penunjukan lintas instirnsi pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja terlebih

dahulu mengirimkan surat permohonan pelibatan
Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelal,rsana kepada foB
dengan tembusan Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan
di instansinya;

b. apabila foB setuju atas permohonan pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksarra sebagaimana
dimaksud pada huruf a, ryB mengirimkan surat
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana tersebut kepada $rB instansi yang dituju;

c. apabila surat permohonan pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana disetujui oleh foB
instansi yang dituju, B,B instan si yang dituju
menginstruksikan Pejabat Penilai Kinerja untuk
menugaskan Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana yang bersesuaian dengan kriteria yang
dibutuhkan di dalam surat permohonem pelibatan;
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d. berdasarkan instruksi $B, Pejabat Penilai Kinerja

dengan rekomendasi Pimpinan Unit Organisasi 9imana

Pejabat Fungsional atau Pejabat I)elaksana berada

menjawab ketersediaan Pejabat Fungsional atau

Pejabat Pelaksana yang bersesuaian dengan kriteria
yang dibutuhkan di dalam surat permohonan

pelibatan;
e. apabila Pejabat Fungsional atau I'ejabat Pelaksana

tersedia maka dilakukan hal sebagai berikut:
1 . Pejabat Penilai Kinerja dituju mengirimkan surat

jawaban permohonan pelibatarr beserta daftar
Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang

ditugaskan kepada foB. ApabileL PyB menyetujui,

B,B mengirimkan surat jawaban permohonan
kepada foB pemohon;

2. berdasarkan surat jawaban yarrg telah disetujui
oleh B/B, maka Pejabat Penilai Kinerja atau
Pimpinan Unit Organisasi yang ilituju menugaskan
Pejabat Fungsional atau Pejabat. Pelaksana sesuai
daftar Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana
yang ditugaskan untuk bekerj€r. SeSUAi pelibatan
tersebut;

3. berdasarkan surat jawaban perrnohonan pelibatan
mal<a Pimpinan Unit Organisasi akan memberikan
surat penugasan dan/atau bukti penugasan secara
tertulis untuk kemudian disrmpaikan kepada
Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang
ditugaskan dengan tembusan Pejabat yang
Berwenang instansi bersangku&rn, Pejabat Penilai
Kinerja bersangkutan, dan $B instansi pemohon;
dan

4. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana
menerima surat penugasan untuk dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 15

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf a dan Pasal 16 huruf a paling sedikit memuat:
a. maksud dan tujuan permohorran penugasan

Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelzdrsana;
b. kompetensi, keahlian, dan/atau. keterampilan

yang dibutuhkan;
c. ekspektasiltarget kinerja dad Pejabat

Fungsional dan pelaksana yang akan ditugaskan;
dan

d. durasi pelibatan Pejabat Fungsirrnal dan Pejabat
Pelaksana.
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Pasal 16

Pengajuan sukarela dalam Unit Organ:Lsasi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 72 ayat (4) rlilakukan dengan

mekanisme:
a. Pejabat Fungsional atau Pej abat Pelaksana

menyampaikan secara lisan untuk dapat terlibat dalam
pelaksanaan kinerja tertentu kepatla Pimpinan Unit
Organisasi;

b. apabila Pimpinan Unit Organisasi menyetujui, maka
Pimpinan Unit Organisasi menugaskan Pejabat
Fungsional atau Pejabat R:laksana untuk
melaksanakan kinerja tertentu tersebut;

c. Pejabat Fungsional dan Pejabat Petaksana menerima
surat penugasan untuk dilalsanakan dengan penuh
tanggungjawab.

Pasal 17

Pengajuan sukarela lintas Unit Organisasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal L2 ayat (4) dilakukan dengan
mekanisme:
a. Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana

menyampaikan surat permohonan untuk dapat
dilibatkan dalam pelaksanaan kinerja kepada
Pimpinan Unit Organisasi dituju dengan tembusan
Pejabat Penilai Kine{a dan Pimpin:rn Unit Organisasi
bersangkutan;

b. apabila Pimpinan Unit Organisasi dituju menyetujui,
maka Pejabat Fungsional dan l']ejabat Pelaksana
menyampaikan surat permohonan persetujuan yang
telah disetujui oleh Pimpinan Unit Organisasi yang
dituju kepada Pejabat Penilai Kinerja dengan tembusan
Pimpinan Unit Organisasi bersangktLtan;

c. apabila Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan
menyetujui maka kemudian Pejat,at Penilai Kinerja
menyusun surat penugasan urrtuk menugaskan
Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana untuk
melaksanakan kineqia yang berada di Pimpinan Unit
Organisasi dituju; dan

d. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana menerima
surat penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.

Paragraf 4
Pelaksanaan Tugas

Pasal 18
(1) Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan

Pejabat Pelaksana dalam Unit Organisasi sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan secara

individu ataupun dalam tim keda.
(2) Pelaksanaan tugas yang dilakukan secara individu

sebagaimana dimaksud pada ayrrt (1) dilakukan
dengan ketentuan:
a. Pejabat Fungsional atau Priabat Pelaksana

melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan
ketentuan jabatan fungsional masing-masing atau
uraian jabatan pelaksana y,ang diselaraskan
dengan tugas, fungsi, dan kinerja Unit Organisasi;

b. T\rgas dan fungsi jabatan fungsional atau uraian
tugas jabatan pelaksana yang dilakukan oleh
Pejabat Fungsional dan Pr:jabat Pelaksana
merupakan penjabaran atau turunan dari tugas,
fungsi, dan kineda Unit Organisasi;

c. Pejabat Fungsional atau P,:jabat Pelaksana
memperhatikan:
1. arahan dan strategi Pimpinar. Unit Organisasi;
2. target pencapaian kinerja Unit Organisasi; dan
3. keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian

kinerja Pejabat Fungsionir.l atau Pejabat
Pelaksana lain dalam Unit Organisasi.

(3) Pelaksanaan tugas dalam tim kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. pelaksanaan tugas Pejabat Fung,3iensl atau Pejabat

Pelaksana dalam tim ke{a dila}ukan untuk
melaksanakan tugas yang memerlukan keterlibatan
dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau
Pejabat Pelaksana dalam Unit Organisasi;

b. tim kerja melaksanakan tugas Unit Organisasi
sesuai arahan dan strategi Pimpinan Unit
Organisasi;

c. jika terdapat permasalahan dem kendala dalam
pelaksanaan tugas dan kegiatare, tim kery'a dapat
menyampaikan permasalahan drm kendala beserta
alternatif rekomendasi kepad:r Pimpinan Unit
Organisasi untuk diputuskan dan/atau
ditindaklanjuti;

d. Pimpinan Unit Organisasi memantau dan
mengevaluasi secara berkala pelaksanaan tugas
dan kegiatan tim keq'a sebeLgai bahan input
pengambilan keputusan dan rcemberian arahan
pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja;

e. bilamana diperlukan, dalarn melaksanakan
tugasnya, tim keda berkoordin:rsi dengan pejabat
lain atau tim kerja lain; dan
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f. koordinasi tim ke{a tersebut dilakukan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, p€mantauan, dan
evaluasi tugas dan kegiatan tim ke{a.

Pasal 19

{1) Dalam pelaksanaan tugas Pejabal: Fungsional dan
Pejabat Pelaksana lintas Unit Organisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal l1 ayat (2) dilakukan dalam tim
ke{a.

(2) Pelaksanaan tugas yang dilakukan dalam tim kela
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan:
a. dilakukan untuk pelaksanazm tugas yang

memerlukan keterlibatan dan l:olaborasi Pejabat
Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana lintas Unit
Organisasi;

b. dilakukan sesuai arahan dan strategi pimpinan
Unit Organisasi pemilik kinerja;

c. jika terdapat permasalahan dan kendala dalam
pelaksanaan tugas dan kegiatan, tim kela dapat
menyampaikan permasalahan dan kendala beserta
alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit
Organisasi pemilik kinerja untuk diputuskan
dan / atau ditindallanjuti;

d. dalam hal diperlukan kolaboras:i lintas Pimpinan
Unit Organisasi dalam menyelesaikan
permasalahan dan kendala dimal<sud, tim keq'a
dapat menyampaikan permasala.han dan kendala
beserta alternatif rekomendasi kepada masing-
masing Pimpinan Unit Organisas,i dimana Pejabat
Fungsional dan Pejabat Pelaksana dimaksud
berada untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tugas
dan fungsi Unit Organisasi masing-masing;

e. bilamana diperlukan, tim kerja dalam
melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan
pejabat lain atau tim kerja lain; dan

f. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf e
dilakukan pada tahap perencana.rn, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi tugas dan kegiatan tim
kerja.

Pasal 20
(1) Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan

Pejabat Pelaksana lintas instansi pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (21

dilakukan dalam tim kerja.

12



(2) Pelaksanaan tugas yang dilakukarr dalam tim kela
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan:
a. dilakukan untuk melaksanakan tugas yang

memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat
Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana lintas
instansi pemerintah;

b. tim kerja lintas instansi pemerinlah dapat dibentuk
untuk melaksanakan tugas dalam rangka
mencapai target kineda Unit Organisasi pemilik
kinerja pada instansi pemerintatr pelaksana fungsi
atau untuk mendukung program strategis lintas
instansi pemerintah;

c. dilakukan sesuai arahan darr strategi Pimpinan
Unit Organisasi pemilik kineqia pada instansi
pemerintah pelaksana fungs.i atau arahan
pimpinan instansi pemerintah pelaksana fungsi;

d. jika terdapat permasalahan dzun kendala dalam
pelaksanaan tugas dan kegiatan, tim ke{a dapat
menyampaikan permasalahan dan kendala beserta
alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit
Organisasi pemilik kine{a pada instansi
pemerintah pelaksana fungsi untuk diputuskan
dan / atau ditindaklanjuti;

e. dalam hal diperlukan kolaborasj lintas Pimpinan
Unit Organisasi atau lintas instaasi pemerintah
dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala
dimaksud, tim kery'a dapat menyampaikan
permasalahan dan kendala beserta alternatif
rekomendasi kepada masing-masing Pimpinan Unit
Organisasi atau pimpinan instansi pemerintah
dimana Pejabat Fungsional dan F'ejabat Pelaksana
dimaksud berada untuk ditindaklanjuti sesuai
dengan tugas dan fungsi Unit Organisasi atau
instansi pemerintah masing-masin g;

f. bilamana diperlukan, tim keq'a dalam
melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan
pejabat lain atau tim ke{a lain; dan

g. koordinasi sebagaimana dimaksu d pada huruf f
dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi tugas <lan kegiatan tim
keq'a.

Pasal 2 1

(1) Dalam pelaksanaan tugas tim keq'a. Pimpinan Unit
Organisasi dapat menunjuk salah. satu Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana sr:bagai ketua tim
ke{a berdasarkan keahlian dan/atau lreterampilan.

13



(2) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas

Unit Organisasi dan / atau lintas Inslansi Pemerintah'

Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang

berperan sebagai ketua tim diutamzrkan berasal dari

Unit Organisasi Pemilik kine{a.
(3) Jumlah tim ke{a dan jumlah PejabeLt Fungsional dan

Pejabat Pelaksana dalam tim kerja r;esuai kebutuhan
pencapaian kine{a.

Paragraf 5

Pertanggungiawaban Pelaksanraan Tlrgas

Pasl 22
(1) Pertanggungiawaban pelaksalaan tugas Pejabat

Fungsional atau Pejabat Pelaksana terdiri atas
pertanggunglawaban secara ind.ividu dan/atau
pertanggungjawaban dalam tim ke{a.

(2) Pertanggungiawaban pelaksanaan tugas Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksanzr secara individu
sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 24 ayat (11

dilaporkan secara langsung kepada Pimpinan Unit
Organisasi.

(3) Pertanggungiawaban pelaksanaan tugas Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana dalam tim keda
sebagaimana dimaksud dalam PeLsal 24 ayat (l)
meliputi:
a. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang

berperan sebagai anggota tim melaporkan
pelaksanaan tugas kepada ketua tim; dan

b. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang
berperan sebagai ketua tim kemudian melaporkan
pelaksanaan tugas tim keq'a kepada Pimpinan Unit
Organisasi.

(4) Pimpinan Unit Organisasi secarit sewaktu-waktu
berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim
dan/atau anggota tim kerja.

Paragraf 6
Pengelolaan Kine4'a

Pasal 23
(1) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pejabat

Pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun
dalam tim kerja terdiri atas:
a. perencanaarl kine{a yang meliputi penetapan dan

klarilikasi ekspektasi ;

b. pelaksanaan, pemantauan, dan lrembinaan kinerja
yang meliputi pendokumerrtasian kinerja,

!4



pemberian umpan balik b,:rkelanjutan dan
pengembangan kinerja pegawai;

c. penilaian kinerja yang melipul:i evaluasi kine{a
pegawai; dan

d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi
pemberian penghargaan dan san ksi.

(2) Pengelolaan kinela Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana sebagaimana dimaksu<l pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketr:ntuan peraturan
perundang-undangan yang mertgatur mengenai
pengelolaan kineqja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana.

Paragraf 7
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 24
(1) Setiap Perangkat Daerah mengutamakan layanan

administrasi pemerintahan berbasis elektronik melalui
pemanfaatan aplikasi SPBE yang l.erintegrasi dalam
mendukung sistem kerja Perangkat Daerah.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksrud pada ayat (1)

berupa aplikasi umum berbagi pakai.

Pasal 25
(1) Pimpinan Perangkat Daerah memastikan setiap Unit

Organisasi menggunakan aplikasi urnum berbagi pakai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1t6 ayat (21.

(2) Keterpaduan pemanfaatan teknologgi informasi dan
komunikasi dalam mendukung sistem kerja
dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Perangkat
Daerah.

Paragraf 8
Alur Mekanisme Kerja pada Perangkat Daerah

Pasal 26
Bagan alur mekanisme kerja pada Pr:rangkat Daerah
tercantum dalam Lampiran II yang m'3rupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan
berpedoman pada ketentuan peratu:ran perundang-
undangan yang mengatur mengenai Sistern Kerja.

Pasal 27

Format naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Parsal 22 tercantum
dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada

15



ketentuan peraturan perundang-undangan
mengatur mengenai Sistem Kerja.

yang

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pejabat Penilai Kinerja, Pimpinan Unit

Organisasi, Ketua Tim, dan Anggota Tim
Paragraf I

Tanggung Jawab Pejabat Penilai Kineq'a

Pasal 28
Tanggung jawab Pejabat Penilai Kineq'a dalam
pelaksanaan tugas tim keq'a atau indMdu meliputi:
a. menyusun dan menetapkan peta jdan (roadmapl d.an

rencana kerja organisasi;
b. memastikan pelaksanaan dan fungsi organisasi sejalan

dengan strategi dan tujuan organisasi;
c. memastikan kesiapan dukungan irlfrastruktur, tata

kelola, dan sumber daya yang optimal;
d. memastikan pengambilan keputusarl yang tepat dan

efektif; dan
e. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan

tugas dan fungsi antar Unit Organisasi.

Patagraf 2

Tanggung Jawab Pimpinan Unit Organisasi

Pasal 29
Tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi dalam
pelaksanaan tugas tim kerja atau indirridu meliputi:
a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;
b. menyediakan dukungan sumberday a untuk

pelaksanaan kegiatan;
c. memberikan arahan terpadu, input, dan umpan balik

atas pelaksanaan kegiatan;
d. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan

tugas antar tim dan individu; dan
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas

tim dan individu.

Paragraf 3
Tanggung Jawab Ketua 'l'im

Pasal 30
Tanggung jawab ketua tim dalam pelaksanaan tugas tim
kerja meliputi:
a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
b. membagi peran anggota tim sesuai derrgan kompetensi,

keahlian, dan/ atau keteramPilan;
16



c. melaksanakan kegiatan sesuai denga:r perencanaan;

d. memberikan umpart balik berkala kepada anggota tim;
e. melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada

Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinem Unit Organisasi
yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan
penilaian kinerja Pejabat Pungsional dan Pejabat
Pelaksana; dan

f. melaksanakan kolaborasi dan sinergjsitas pelaksanaan
tugas antar anggota tim.

Paragraf 4
Tanggung Jawab Anggota Tim

Pasal 31
Tanggung jawab anggota tim dalam pelaksanaan tugas tim
ke{a meliputi:
a. menyusun rencana kerja individu;
b. melaksanakan kineg'a sesuai ekspektasi ketua tim;

dan
c. melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim.

Bagian Ketiga
Proses Bisnis

Pasal 32
(1) Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi

Perangkat Daerah untuk menggarrLbarkan hubungan
kerja yang efektif dan efisien antar Unit Organisasi.

(2) Untuk pelaksanaan Sistem Ke{a, Perangkat Daerah
melakukan perbaikan dan pengembangan Proses
Bisnis.

(3) Perbaikan dan pengembangan Pro ses Bisnis melalui
reviu dan evaluasi dapat dilakukan dengan
penyesuaian standar operasional prosedur.

(a) Tata cara penyusunan peta proserr bisnis Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)

dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur Sistem Kerja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini berlaku pada tang11a1 diundangkan.
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PENGGAIV'BAI?T{IV KEDUDUKAN PEJABAT FUNGSIONAL DA}I PE.IABAT

PELAKSANA PADA PERANGKAT DAERAH

A. SEKRETARIATDAERAH

1. Sekretaris Daerah sebagai Pejabat penilai Kineq'a

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI !:ORA.'A UTARA
NOMOR 6 TAHUN ::o,:..1
TENTANG
SISTEM KERJA APARAI]UR SIPIL NEGARA
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SEKDA

ASISTEN SETDA

KEPALA
BAGIAN

KELOMPOK JABATAI\
FUNGSIONAL & PELAKSANA

]ASISTEN SETDA

KEPALA
BAGIAN



2. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja

3. Kepala Bagian sebagai Pejabat Penilai Kineda

20

SEKDA

ASISTEN
SETDA

ASISTEN
SETDA

I

I
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JABATAN
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JABATAN
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KEPALA BAGIAN
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K 1,A
BAGIAN

SEKRETARIS

BAGIAN

KELOMPOK JAI}ATAN
FUNGSIONAL & PELAKSANA

B- SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. Sekretaris DPRD sebagai Pejabat Penilai Kinef a

2. Kepala Bagian sebagai Pej abat Penilai Kinerja

I

KETOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL & PE

KEPALA BAGIAN

KELOI/POK JABATAN

FUNGSIONAL & PELAKSANA
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SEKRETARIS DPRD

XEP,ttA BAGIAN
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C. INSPEKTORAT

l.Inspektur sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2. Sekretaris/ Inspektur Pembantu sebagai l)ejabat Penilai

Kinerja

INSPEKTUR

I

I

Ij

IIIBAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL & PELAKSANA

INSPEKTUR

SEKRETARIS ITIBAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL & PELAKSANA
KETOMPOK JABATAN

FUNGSIONI\L & PEtAKSANA



D. DINAS

1. Kepala Dinas sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2. Sekretaris / Kepala Bidang sebagai Pej abat Penilai Kinerj a
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KEPATA DINAS

KEPATA BIDANG

L

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL & PEIAKSANA

KEPATA DINAS

[- sr-xnrranrs KEPA]A BIDANG

KEPI TA BIOANG

KELOI\'POK JABATAN

FUNGSIO \AL & PELAKSANA

KETOMPOK JABATAN
]FUNGSIONAL & PETAKSANA



E. SATUAN POLISI PAMONG PRA.IA, PEMADAM KEBAIi(ART{]{ DA}I

PEI'IYELEMATAN

1. Kepala Satuan Polisi Pa-rrrong Praj a sebagai Pej abat Penilai

Kinerja

2. Sekretaris / KepaLa Bidang sebagai Pej abat Pen ilai Kineqia

ITf'IITETJEFIil
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t

KELOMPOK JABATAN
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KASATPOT PP

SE(RETARIS KEPA[A BIDANG

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL & PETAKSANA
KELOMPOK JABATAN

FUNGSION/\L & PELAKSANA



F. BADAN

1. Kepala Badan/Kepala Pelaksana sebagai F'ejabat Penilai

Kinerja

(EtOMPOK JABATAN

FUNGSIONAT &
PETAKSANA

2. Sekretaris /Kepala Bidang sebagai Pejabat Penilai Kinerja

KEPALA

PELAKSANA

KEPATA
BIDANG

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAT &

KEPAI.A
BIDANG

KEPATA
BIOANG

SEKRETARIs
KEPALA

BIDANG

KELOMPO(
JABATAN

FUNGSIONAL &

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL &
PELAKSANA

KEPALA

BIDANG

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAI &
PELAKSANA
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\.1
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JABATAN
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SEKRFTARIS

I
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G. RSUD KABUPATEN TORAJA

1. Direktur RSUD sebagai Pejabat Penilai I(inerjre

2. Kepala Seksi/Subbagian sebagai Pejabat Penilai Kinerja

26

DIREKTUR
RSUD

TKEPALA'SERSI-I nsuo
KI)PALA

SEKI]I RSUD

FUNGSIONAL &
PELAKSANA

DIREKTUR
RSUD

KEPALA
rSUegeCIeN nSrrD

t.--?EPAr.A -
I spxsr nsuo
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FUNGSIONAI, &
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H, KECAMATAN

1. Camat sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2. Camat sebagai Pejabat Penilai Kinerja
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CAMAT

SEKSI

FUNGSIONAI &
PELAKSANA

SEKRETARIS
CAMAT

T--KEPAI { __--

I suenAoreN

K EPAI-A
S}EKSI

IIEPALA
SEKSI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL &

PELAKSANA
FUI,IGSIONAI- &

P]]LAKSANA



I. KELURAHAN

1,. Lurah sebagai Pejabat Penilai Kinerja

LURAH

KEPALA SEKSI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL & PELAKSANA
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.I. UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. Kepala UPT sebagai Pejabat Penilai Kine{a

-_l
I

2. Kepala Subbagian/Seksi sebagai Pejabat Penilai Kinerja
(UPT Tipe A)

JABATAN
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KEPALA UPT

L-:

KEPALA
SUBBAGIAN

i-' -KEPALT- - li suesectaN I

KEPALA
SEKSI

KEPAI,A
SEKSI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL &

PELAKSANA
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-J\BATAN---

FUNGSIONAL &
PELAKSANA



K. UPISEKOLAH

Kepala Sekolah sebagai Pej abat Penilai l(inerj a

L. UPTPUSKESMAS

Kepala Puskesmas sebagai Pejabat Penilai Kinerja

UTARA,

;

SANG
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2O2''I
TENTANG
SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

ALUR MEKANISME KERJA PADA PERANGKAT DAERAH

A. SEKRETARIATDAERAH

1. Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kine4'a

SEKRFTARS DAERAH SEMGAI PEJAMT PENILAI I(NERIA
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2. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Per:Lilai Kinerja
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B. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER]{H

MEUNISMT |(ERJA SiKREIARIAT DPRD

5

ltr.ilI d. @fllql I$4 l{lFr

F€l4n br*+dasl

s

ir

,.:
,E
15

<6

dt

.ge nm

rel
I

lA,l''
| / \ / \
| / N,.*b, \--*_J **
| \,-".*-,,/ \*.,

__l
.__Y

YIY
t I t I

_t

33



C. iNSPEKTORAT
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E. SATUAN POLISI PAMONG PRA.IA, PEMADAM KEBAINNQ6\]V ])A]V

PEI{YELEMATAN
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F. RADAN
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G. RSUD KABUPATEN TORA.IA UTARA

I,IIKANISME I(IRIA RSUD TIPE C
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H. KECAMATAN

I\,ITI(ANISMI I(ERJA PADA I(ECAMAIAN

kin€'ia(penyusunandan

pendapan P(l
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I. KELURAHAN

IUEI(ANISME K[R]A PADA l(TTURAHAN

Phise

I
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J. UNIT PELAKSANA TEKNIS

MEKANISME I(ERJA PADA UNIT PTLAKSANA TE(NIS IIPE A
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K. UPTSEKOLAH

I\4E(AI{ISI\.IE KTRJA PADA UNIT PIIAI(sANA TTI(NIS SI(OI,,AH
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L. UPT PUSKESMAS

MEIGN6ME (ER]A PADA UNIT PTIAI$ANA TII(NIS PUSAT (ISEIIATAN I\4ASYARAIOT
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I.AMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ]'ORAJA UTARA
NOMOR .6 TAHUN LOzt{
TENTANG
SISTEM KERJA APARI\TUR SIPIL NEGARA

FORMAT NASKAH DINAS

Penugasan Secara Indiwidu

KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Kepada

1-Xroooooooo<
2 - )Gooooooooo<

Nama
NIP

Pangkat/Gol.Ruang
Jabatan

MENUGASI(AN:

koooool
Xroooooa

X:ooooo<

)ooo<loo<

Untuk

1. Melaksanakan tugas atasan dalam ini pemberi Perirttah Tugas untuk
melakukan tugas sebagai )oaaaoaoooo( Tahun Anggaran :ooo<.

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal >or X:ooooooooct )ooot hingga :or
X:ooooooooor )oo(x, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan pada
kesempatan pertama.

3. Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan Siurat T\rgas ini,
dibebankan pada DPA X:oowooooo< Kabupaten Toraja Utara Tahun
Anggaran >ooo<.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Dikeluarkan di RarLtepao

pada tanggal >o< Xxa< :ooo<

xo<xxxxxxxx,

xEcxxErg
Pangkat Xxooooo<xro<

NIP X:ooooooooo<

44
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JADWAL SUB KEGIATAN

xxxxxxxxxxx
BIRDASARI<AN PETA PROSES BISIIIIS;

TAHUN IOOTX

JADWAL PELAI(SANA"AN

AI(TI\/ITAS
MAR APR MEI JUN JT'L AGS, SEP OI<T NOV DES

I Xlaoaooaoo(

2 X>oooooooo<

3 )Goooor>ooo<

4 X:oooooooo<

5 X:oo<>oo<:<>o(

6 X>oooooooo<
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penugasan Antar subbaglan/ subbtdang/ Sekrl Intern.al/ Sekretarlat/
Bagian/ Bldang

KOP NASKAH DINAS

NOTA DINAS

Kepada

Dari

Tanggal

Nomor

Sifat

: Yth. Xxoooooooo<

>Oaooooooooo<

kooooooooooo<

)Goooooooooool

Eooooooooooo<

la-mpiran : X)ooaoooooooo.

Hal : Permintaan Anggota Tim Xxoooo<rooo< Tahun >ooo<.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan loooooooo.x

tahun >ooo<, dengan ini kami mengajukan permintaan penletujuan atas

nama:

Nama

Pangkat

NIP

Jabatan

&ooooooooo<

X:ooooooooo<

Xrooooooao<

)Gocooooooo<

sebagai anggota Tim X:oorxxor:oor Tahun Anggaran )coo(.

Demikial disampaikan, atas perhatian dal persetujuan Saudara

diucapkan terima kasih.

X)ooooocloo(

Xpmprx
Pangkat .K:ooooooooo<

NIP X:oo<>oooooor
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KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Dasar 1 )Gooooooooo<

kooooooooo<2

MENUGASI(AN:

(Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang dan Jabatan terlampir)

Untuk

1. Melaksanakan tugas atasan dalam ini pemberi Perintah Tugas untuk
melakukan tugas sebagai tim X:aoooooooo< Tahun Anggaran rcorx.

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal )o< Xroooooaaco( ,aoo( hingga xx
&ooooooooor )ooo(, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan pada
kesempatan pertama.

3. Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan liurat T\rgas ini,
dibebankan pada DPA Xxooooooooc Kabupaten To:raja Utara Tahun
Anggaran >ooo<.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Dikeluarka:e di Rantepao
pada tanggal >o< X:oo< :ooo<

xxxxxxx)fixx,

xxxxxxxKK
Pangkat Xx>oooooooo<
NIP Xroaoo<:oooo<
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la-mpir.an
Surat 'Ilgas
Nomor
Tanggal

DAF"TAR PENUGASAN TIM XXXXXXXXXXX TAHUIT ANGiGARAN xxxx

xxxKxx)o(x
Pangkat Xxoooooooor
NIP X.:oooqooooo<

NO
JABATAI'I

DALAI}I TIM
NAMA TUGAS

1 PENCAWAS )Gooooooooo< )&oooooocoo<

NIP&ooooooooo<

Kepala X:ooooooooo<

a. X>aorpooooo<

b. )Goo<>ocoooo<

c. X:oo<>oooooo<

d. X:ooooooooor

e. X:oorpooooo<

2 KETUA X:ooooooooo< X:ooooooooo<

NIP X:ooooooooo<

)Gooooooooo(

a. X>ooooooooo<

b. X:oocloooooor

c. X:ooc:oooooo<

d. boocroooooo<

e. X:oo<loooooo<

a. X:oq:oooooo<

b. koat:oooooo<

c. X>ocooooooo<

d. X:oooooooool

e, X)ooeooaooo(

3 ANGGOTA a. X>ooooooooo<

NIP X:ooocooooo<

)Cooooooooo<

b. X:ooooooooo<

NIP X:ooooooooor

&ooooooooo<

c. X)oaooaoooo(

NIP )(;ooooo<looo<

&ooooooooo<
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JADWAL SUB I(EGIATAN

xxxxxxxxxxx
BERDASARKAN PETA PROSES BISIIIS

TAHUN )OOO(

JADWAL PELAI(SAITI.AI{

JAN r.EB APR MEI JUN JUL AG!S SEP OKT NOV DES

1 X>oooooooo<

2 X>oooooooo<

3 )Goooooooor

4 X>oooooooo<

5 X>oooooooo<

6 X>oooooooo<

III
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Penugasan Aatar Bldang/Bagian Interaal OPD/Uoit Kerja

KOP NASKAH DINAS

I{OTA DINAS

Kepada

Dari

Tanggal

Nomor

Sifat

Lampiran

Yth. Xroooooooo<

)Coooooooooo<

)Gooooooooooo<

)Cooooaooaooo<

)Oooooooooooo<

)Gooooooooooo<

Hal Permintaan Anggota Tim X;ooo<rccooo< Tahun rcoo<.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan )ooooooooo<

tahun >ooo<, dengan ini kami mengajukan pernintaan persetujuan atas

nama:

Nama

Pangkat

NIP

Jabatan

X:ocooooooo<

Xroooooooo<

)0ooooooooo(

&ooooooooo(

sebagai anggota Tim Xxoooooooo< Tahun Anggaran >ooor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuan Saudara

diucapkan terima kasih.

X>ooooooocu<,

Xxmf
Pangkat X:i:cooooooo<

NIP X:ooooiroor:or
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KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Dasar I . X:ooooooooo<

2. )Gooooooooo<

MENUGASKAN:

Kepada

(Nama, NIP, Pangkat/ Golongan Ruang dan Jabatan terlampir)

Untuk

1. Melaksanakan tugas atasan dalam ini 1:emberi Perintah

Tugas untuk melakukan tugas sebagai tim X:oooooooao<

Tahun Anggaran :oo<x.

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal >or )ircoooooooor :ooo<

hingga lor X:ooooooooo< >ooo<, dan hasil pelaksanaannya

dilaporkan pada kesempatan pertama.

3. Biaya yang dipergunakan dalam pelaksan.aan Surat T\rgas

ini, dibebankan pada DPA X:ooooooooo< Labupaten Toraja

Utara Tahun Anggaran >ooo<.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksand<an sebagaimana

mestinya.

Dikeluarkan di Rantepao
pada tanggal >o( X)oo( )ooo(

XXXXXXXXXXX,

xxxxxKroc(
Pangkat Xroi>oooooo<
NIP Xrcoooo<xoo<
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l,ampiran
Surat l\gas
Nomor
Tangga.l

DAF'TAR PENUGASAN TIM XXXXXXXT(XXX TAHUT{ AI{GGARAN xlolx

TUGAS

xxxxxx)o(x
Pangl<at >Goooaooooo.
NIP X>ooooooooo<

NO
JABATAN

DALAMTIM
I{AMA

1 PENGAWAS X:oooooooool X:oooocoooot

NIP X:ooooooooor

Kepala X:ooooooaoor

a. X:oo<>oooooor

b. X:oo<>oooooo<

c. X;oo<>oooooc<

d. )Goo<:ocoooo<

e. X:oor:oooooo<

2 KE?UA Xrcoooooooo< hooooooooo<

NIP&ooooooooor

X:ooooooooo<

a. X>ooi:oooooor

b. X:ooooooooo<

c. X:oo<loooooo<

d. hoorpooooor

e. X:oorpooooo<

a. X>oo<>oooooo<

b. X:oot:oooooo<

c. X:oor:oooooor

d. X:ooooooooo<

e. X)oooooooaoa

aJ ANGGOTA a. X>ooooooooor

NIP X:ooooooooo<

X:ooooooooo<

b. booooooooo<

NlPkooooooooor

X:ooooooooo<

c. Xrooooooooo(

NIPX:ooooocooo<

)<roooooaooo(

52

I

I

xxxlxxxxxxx.



JADWAL SUB KEGIATAN

xxxxxxxxxxx
BERDASARI(AN PETA PROSES BISITIIS

TAHUN )OOO(

I{o AKTIVITAS

JADWAL PELANSAIITAAIT

JAN FTB MAR APR MEI JUN JT.IL AGI} SEP OI<T rov DFS

I Xroooooooo<

2 X>oooooooo<

3 X>oooooooo<

4 X>oooooooo<

5 X>oooooooo<

6 X>oooooooo<

53



Nomor

Sifat

La.mpiran

Hat

Penugasan Llntas OPD/Unit Kerja

KOP NASKAH DINAS

DD mmmm YYYY

Kepada

Yth. X:ooooooo<x

di

Ranteprao

: Permintaan Anggota

Tim Pelaksana Sub

Kegiatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan X:ocooooool

pada X>ooooocooc Tahun Anggaran :ooor, clengan ini kami

mengajukan permohonan izin atas nama:

Nama : X:ooooooooor

Pangkat: X:ooooooooo<

NIP : X:ooooooooor

Jabatan: X:ooooooooor

untuk ditugaskan menjadi anggota tim pelaksana sub

kegiatan tersebut di atas selama tahun anggar€m )ooo(.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan

Bapak diucapkan terima kasih.

)ocKxKlccxx
Pangkat.X:oocooooo<x

NIP Xxoooooooo<
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Nomor

Sifat

Lampiran

Hat

KOP NASKAH DINAS

DD m:rrmmYYYY

Kepada

Yth. .K:oaoooooo<

,li

Rantepao

: Permintaan Anggota Tim

Pelaksana Kegiatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan

X:oooooooo< pada X)oooooooo( Tahun Anggaran >ooo<, dengan

ini kami mengajukan permohonan izin atas Pegawai Negeri

Sipil sebanyak 2 (dua) orang (daftar terlampir) untuk

ditugaskan menjadi anggota tim pelaksa:ra sub kegiatan

tersebut di atas selama tahun anggaran >ooo<.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan

Bapak diucapkan terima kasih.

:ooootrooor
Pangkat X:ooooooooc<

NIP X:oixoooooo<
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1

Lampiran surat Kepala X:cooor Kabupaten Toraja Utara

Nomor :

Tanggal :

DAI'TAR ITAIUA PFI}AWAI ITEGERI SIPIL YANG DIA.It'XA.IT IZINITYA

III{TTIK ilEIT.'A"DI AIT(X}OTA TIM PELAKSITITA

St,B I(EGIATAI{ :OOOCX'OOOBX

TAIIT'il AITGGARAIT M

A:rggota Tim

xxxxxxx,(x
Pangkat X:oooo:oooo<

NIP )(>co<xxooox

No l{ama Jabatan

Xtoooooooo< A nggota Tim&ooooaoooo<

&ooooooooo<

NIP X:ooooooooor

2 X:cooooooco<

}(roooooaooo(

NIP hooooooooor

)itoooooooor
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Nomor Sifat

Lampiran

Hal

KOP NASKAH DINAS

DD mmmm YYYY

Kepada

Yth- Xxroooooooo<

di

Rantepao

: Persetujuan Anggota Tim

Pelaksana Kegiatan.

Sehubungan surat Saudara Nomor : xrooo., Tanggal DD

mmmm YYYY, Hal Permintaan AnggotuL Tim Pelaksana

Kegiatan, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara

bahwa pegawai atas nama:

Nama

Pangkat

NIP

Jabatan

X:oaooooooo<

&ooooooooo<

X:ooocoooool

X:oooooooool

belum dapat menjadi anggota tim pelaksema sub kegiatan

tersebut di atas setelah memperhatikan beban kerjanya

pada X)ooooooooo( yang telah mencapai jumlah maksimal.

Demikian disampaikan, atas pe'rhatian Bapak

diucapkan terima kasih.

xxxxxxxxxx,

>cooooocto(

Pangkat X:ooooooooo<

NIP X:oooooooocr:
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Dasar : 1

Kepada :

Untuk

Nama

NIP

Pangkat/Gol.Ruang

Jabatan

X:o<poooooo<

X:ooooooooo<

X:ooooooooo<

)(:ooooooooo(

KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Peraturan Bupati Tora.ia Utara Nomor p< Tahun 2023 tentang
Sistem Kerja,

2. Surat Kepaia X:oooo< Kabupaten Toraja Lttara Nomor ...,
Tanggal ..., Hal Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
dengan ini

MENUGASI(AN:

l. Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah
Tugas untuk menjadi anggota tim pelaksana Xrooooooooo<
pada Xrooooooooor Tahun Anggaran >ooor.

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal :s Xpcoo<:ooo< hingga
>o< X:oooo< >ooo<, dan hasil pelaksanaannya clilaporkan setiap
bulan.

3. Selama menjalankan tugas dimaksud, ya-rLg bersangkutan
tetap harus memenuhi target kinerjanya pzLda X>ooooooooo<
Kabupaten Tora,ia Utara.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan unfirk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Rantepao

pada tangg,al

xxxxx)qxx
Pangkat X>coooooooo<
NIP X:oo<x>rcooo<

58
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Dasar

Kepada

Untuk

KOP NASKAH DINAS

1. Peraturan Bupati Tor4ja Utara Nomor >o< Tahun 2023
tentang Sistem Ke{a,

2. Surat Kepala X:oooo< Kabupaten Toraja Utara Nomor ...,
Tanggal ..., Hal Permintaan Anggota Tim Pr:laksana Kegiatan
dengan ini

MENUGASKAN:

(Nama, NiP, Pangkat/Golongan Ruang dan Jatratan Terlampir)

1 Melaksanakan tugas atasan dalam ha1 ini pemberi Perintah

Ttrgas untuk menjadi anggota tim pelaks;ana Xxoooooooor

pada Xrooooooooo< Kabupaten Toraja Utara Anggaran >ooo<.

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal hingga

dan hasil pelalsanaannya dilaporkan setiap bulan.

3. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang bersangkutan

tetap harus memenuhi target kineqianya lladA X:ooooooooo<

Kabupaten Toraja Utara.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan urLtuk dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Rantepao

pada tanggal

X:oooooooo<,

xxxIooooo(
Pangkat X)oo<loooooo(

NIP )Goooocooco<

59
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Larnpiran
Surat Tugas
Nornor
Talggal

DAT.TAR NAMA PEGAWAI I{EGERI SIPILY/ING

DITUGASI(AN UNTT'I( MEITJADI ANGGOTA TIM

PELAKSANA X'OOOrIOOOOOT

TAIIUI AIYGGARAII xnx

Anggota Tim

A:rggota Tim

,oooooo(xx
Pangkat X:oooocoooo<

NIP X:oooooooox

JabatanIlIama

1 X:ooooooooor

Xxoooooooo<

NIP X:ooooqoooo(

X:oooooooo(

) X:ooooooooo<

Xrooooooooo<

NIP X:aoooooooor

X:oooooooo<
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KOP NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E)SA

BUPATI TORAJA UTARA,

a. bahwa
b. bahwa

c. bahwa dan seteru snya;

1-. X:oooocooo<;

2. X>oooooooo<;

3. X>oooooooo< dan seterrr snya;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim X>ooooooooo<, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantu m dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU adalah sebagai berikut:

Pengarah )Goooooooo<.

a. X:oooooooo<.

b. X:ocococoo<.

a. X>occoooco< -

b. X>occooaoo<.

c. X>ooocoooc< -

d, X:ocococoo<.

e. X>oooooooo<.

Penanggung Jawab

Ketua

61

KEPUTUSAN BUPATI TORA.IA UTARA

NOMOR XXXXX TAHUN XXXXXXXXXI(

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM XXXXXXXXXXX

TAHUN ANGGARAN:ooo<



Anggota

KETIGA X:oooooooo<

KEEMPAT : X:oooooooo<

Tembusan:

a. X:coocoooo<.

b. X>oooocooo<.

c. X>oooooooo<,

d" X>oooooooo<.

e. X:ooooooco<.

Ditetapkan di RarLtepao

pada tanggal xx X>cs< poo<

BUPATI TORAJA IJTARA

Xrooooooooocoo<
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TOR/UA UTARA

NOMOR XXXXX TANGGAL )Gooooooo<

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

SUSUNAN TIM XXXXXXXXXXX TAHUN ANGGARAN >ooo<

3

4

1. Pengarah

2. Penanggung Jawab

Ketua

Anggota

X>oeoooaooa(

a. Xxrcoooooeoa

b. X:ooooooooo<

Xxirooooo<ro(

1. Xxoooooooo<

2. &oooooooco<

Xrooooaooooa

&ooooooooal

X:ooooooooo<

XLoooooo<x:or

BUPATI TORAJA UTARI\,

3

5

6

xxxxxxxxx
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JADWAL SUB KEGIATAN

xxxxxxxxxxx
BERDASARKAN PETA PROSES BISNIS

TAHUN )OCO(

JADWAL PILAKSAIITAAIT

AI(TfVITAS JAN I'EB MAR APR MEI .TUN JT'L AGSi SEP OKT !tov DES

1 X>oooooooo<

2 X>oooooooo<

?) X>oooooooo<

4 X>oooooooo<

5 X>oooooooo<

6 X>oooooooo< E
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Penugasan Llntas Pemerlntah f,traerah/Kementerlan/Insl:anrl Vertlkal

KOP NASKAH DINAS

DD mmnrmYYYY

Nomor

Sifat

Lampiran

Ha-l

Kepada

Yth. X:o,:coooooo<

di

Jakarta

: Permintaan Anggota

Tim Pelaksana

Kegiatan.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan evalu.asi )oQo( )acooo(

Kabupaten Toraja Utara Tahun laoo( yarlg akan dilaksanakan pada tahun

xoo<, kami mengajukan permohonan persetujuan pegawai:

Nama : Xxooo<

Pangkat : X:ooocr

NIP : X:oooo<

Jabatan : X>oooo<

untuk ditugaskan menjadi evaluator pada kegiatan dimaksud yang

rencana pelaksanaannya pada Bulan x:oo< Tahun:ooor (tirneline terlampir).

Demikian disampaikan, atas perkenan dan pr:rsetujuan Bapak

diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI TORAJA UTARA

SEKRETI\RIS DAERAH,

xxxxxpoo(
Pangkat X:oor:ooooooc<

NIP X:oooooor:oooo<

Tembusan:

Bupati Toraja Utara

65



JADWAL SUB KEGIATAN

xxxxxxr(xxxx
BERDASARKAN PETA PROSES BISN'IS

TAHUN >OOO(

NO AKTIVITAS

JADWAL PILAXSANAAIC

JAN FEB MAR APR MEI JUN Jt,L AGT; SEP OKT NOV DES

1 X>ocoooooo<

2 koooooooo<

3 X>oooooooo<

5 X>oooooooc<

6 X:oooooooo< I L
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KOP NASKAH DINAS

KEPUTUSAN BUPATI TORA.IA UTARA

NOMOR XXXXX TAHUN XXXXXXXXX>a

TENTANG

PEMBtrNTUKAN TIM XXXXXXXXXXX

TAHUN ANGGARAN:oocr

BUPATI TORAJA UTARA,

a. bahwa.

b.bahwa.
c. bahwa............dan sete n snya;

1. X>oooooooor;

2. X>ooooooco<;

3. X>oooooocc< dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim X:ooooooooo<, dengan srlsunan
keanggotaan sebagairnana tercantum dalarn lampiran
yang rnerupakan fa#an tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

T\rgas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU adalah sebagai berikut:

Pengarah X:oooooooo<.

PenanggungJawab a, X>oooooooo<.

b. X;oooooooo<,

Ketua a.. X:oooooooo<.

b. X>ococoooo<.

c. X>ooooocoo<.

d. )Goooooooo<.

e. X:oooooooc<.
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Anggota

KETIGA )Goooooooo<

KEEMPAT : X)ooaooooo(

Tembusan:

Ditetapkan di Rantepao

pada tanggal :o< Xx>or rooo<

BUPATI TORAJA UTARA,

Xxxxrooooulooo(

a.

b.

c.

d.

e.

X>oooooooo<.

X:oooooooc<.

X:oooooooo<.

X;ccoooooo<-

.X:ooococoo<.

1 ........
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR XXXXX TANGGAL hooooooor

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM XXX(XXXXXXX.

SUSUNAN TiM XXXXXXXXXXX TAHUN ANGGAFIA.N >ooo<

3

4

1. Pengarah

2. Penanggung Jawab

Ketua

Anggota

>Oooooooooo<

a. X;ooooooooo<

b. X:ooooooooo<

)Luruorro<-:<-ro<

1. )(>ooooooooo<

2. hoooooooooc

Xrcoooooooo<

X>ooooooooo<

X>ooooooooo<

BUPATI TORAJA UTARA,

3

5

6

xxxxxxxxx
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JADWAL SUB KIGIATAN

xxxr(xxxnxxx

BERDASARKAN PETA PROSES BISNIS

TAHUN ).IOCK

AItTI\IITAS
JADWAL PTLAIiSAIY A,T,N

MAR

1 koooooooo<

2 X:oooooooor

3 X>oooooooo<

4 )(:oooooooor

5 >Goooooooo<

6 )Gooo<><><:oot

70
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PengaJuan Sukarela Internal Sekretariat/Baglan/Bldarng dan Antar

Bldang/Baglan

KOP NASKAH DINAS

NOTA DINAS

Kepada

Dari

Tanggal

Nomor

Sifat

L,ampiran

: Yth. X:ooooooooo<

: X>ooooooooco<

: )Gooooooooocor

: X:ooooooooooo<

: Xrooooooooooor

: Xrooooooooooo<

Hal : Permintaan Anggota Tim Xxoooooooo< Trrhun >ooo<.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan ,aoooaoooo.

tahun :ooor, dengan ini kami mengajukan permintaan persetujuan atas

nama:

Nama

Pangkat

NIP

Jabatan

X:ooooooooor

)Coooooooao(

&ooooooooo<

hooooooooor

sebagai anggota Tim hooooooooo< Tahun Anggaran :coo<.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuan Saudara

diucapkan terima kasih.

X:ooooooo<ro<,

Xmqrcq
Pangkat )Cooooooooo<

NIP X:ooocooooor

7t



Dasar

Kepada

U ntuk

KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS

Nomor

1. Peraturan Bupati Tor4ja Utara Nomor :o< Tahun 2023
tentang Sistem Kerja,

2. Surat Kepala )Goooo< Kabupaten Toraja Utara Nomor ...,
Tanggal ..., Hal Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
dengan ini

MENUGASI(AN:

(Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang dan Jabatan Terlampir)

1. Melaksanakan tugas atasan dalam ini pemberi Perintah
T\rgas untuk melakukan tugas sebagai tim X:ooooooooo<.

2. Surat T\rgas ini berlaku pada tanggal :or X:oooo<:ooo< hingga
>o( X)oooo( rooor, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan pada
kesempatan pertama.

3. Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan Surat Tugas
ini, dibebankan pada &ooaoooooo<.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan utrtuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya..

Dikeluarkan cli Rantepao

pada tanggal

X:oooooooo<,

xxx:Krxxx)il
Pangkat Xxrornooooo<

NIP Xxooooocroo<
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DAT'TAR PENUGASAN TIM X)CKXXI()LKrcKX

Lampiran
Surat'l\gas
Nomor
Tanggal

TUGAS

a. X>oo<:oooooa<

b. X:oo<>oooooc<

c. Xroo<>oooooo<

d. )Goor:oaooool

e. X>oo<>oooooo<

a. X:oocoooooo<

b. X:oor:ooooco<

c. X>oor:oooooo<

d. hoci:ocoooor

e. X.oor:ooooco<

a. X:oococcooo<

b. X:oocooooool

c. X)oacoooooo(

d. X:oocoooooo<

e. Xrooooooooo<

xrxxxroo(x
Panp;kat kooooooooo<
NIP lkx:ooooooo<

I{4.}IANO
JABATAT{

DALAMTIM

PENGAWAS &ooooooooo< X:oooooooco<

NIP X:oooooooool

Kepala X:ooooooooo<

1

KETUA &ooooooooo< )Gooooooooo<

NIPXroooooooo<

X:ooooooooc<

3 ANGGOTA a. X>ooooocooo<

NIPX:ooooirooor

X:ooooooooo<

b. )Gooooooooo<

NIP X:ooooooooo<

Xxoocooooo<

c. X>ooooooooor

NIP Xrco<xooooo<

&ooocoooco<
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JADWAL SUB I(EGIATAN

xxx>(xxxxxxx

BERDASARKAN PETA PROSTS BISiNIS

TAHUN )OOO(

JADWAL PELAI< SAIIIA A]II

ANTTVITAS JAN FEB MAR APR MEI JUN SEP oxT !IOV DE,S

1 X>oooooooo<

2 X>oooooooo<

3 X>oooooooo<

4 X:oooooooo<

5 X>oooooooor

6 )(>oooooooo< I

74

NO JULi AGT;

I

I I



Pengajuan Sukarela Lintas Perangkat Daerah/Unlt Kerja

KOP NASKAH DINAS

DD mmrnm YYYY

Nomor

Sifat

la.mpiran

Hal

KepadzL

Yth. X:ooooooooo<

di

Rantepao

: Pengajuan Menjadi

Anggota Tim X:oooo<..

Sehubungandenganpelaksanaan )oooaoooooo( yang bersesuaian

dengan tugas xloaoaooooo., dengan ini kami mengajul<an pegawai atas

nama

Nama

Pangkat

NIP

Jabatan

)Gooooa

X:oooo<

)Goooo(

X:oooo<

untuk ditugaskan menjadi anggota tim pelaksana kegiatan tersebut di

atas selama tahun anggaran )ooo<.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan

terima kasih.

xxxxxxro(x
Pan gkat X;coorrooor:oo<

NIP X:oooocoooooor
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KOP NASKAH DINAS

Nomor

Sifat

I.ampiran

HaI

D[)mmmmYYYY

Kepada

Yth. Xpoooooooor

di

Rantepao

: Pengajuan Menjadi Anggota

Tim )(>oooo<.

Sehubungan dengan pelaksanaan )oaoo( yang bersesuaian dengan

tugas )oooo(, dengan ini kami mengajukan 2 (dua) pegawai (daftar terlampir)

untuk ditugaskan menjadi anggota tim pelaksana kegiatan tersebut di atas

pada tahun anggaran r<rco(.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perk)nan Bapak/lbu

diucapkan terima kasih.

X>ooooor:oor,

,oooagf,oax
Pangkat X:coooooooix

NIP )Gocooooooo<
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tampira.n

Nomor

Tanegal

DAI.TAR I{AIIA PEGAWAI ITEGERI SIPIL YAITG D,IA.,I,NAIY

UNTT'K MEITJADI AITGGOTA TIM PELIIXS'\ITA

ST'B I(FI}IATAIT :OOOOO(

TAIrI !t AIIGiGARA.II xxxx

toooc,ooooa

Pangkat X:ooooc,oooo<

NIP X:ooooooooc<

No Nama Jabatan
Ilencana Penugasan

Dalam Tim

1

&ooooooooo<

booooooooor

NIP X:ooooooooo<

Xrooooooooor Anggota Tim

c

X:ooooooooo<

kooooooooo<

NIP X:ooooooooo<

X;ooooooooo< Anggota Tim
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Nomor

Sifat

[,ampiran

Hal

KOP NASKAH DINAS

&oooo(

)(:oaoo(

)Oaooo(

X;cooo<

DD mmnrm YYYY

Kepada

Yth )Gooi:oooooo<

.di
IRantepao

: Persetujuan Anggota Tim

Pelaksana Kegiatan..

Sehubungan surat Saudara Nomor : )aooo., Tanggal DD mmmm WYY,

Hal Pengajuan Menjadi Anggota Tim &ooooi, dengan ini kami sampaikan

kepada Saudara bahwa pegawai atas nama:

Nama

Pangkat

NIP

Jabatan

belum dapat menjadi anggota tim pelaksana sub kegiatan tersebut di

atas setelah memperhatikan jumlah anggota tim pelaksana kegiatan

dimaksud yang telah mencapai jumlah maksimal.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terima

kasih

xrooooooo(
Pangkat Xxooocoooo<x

NIP )Goooooooooxx

78

XXXXXXXXXXX



KOP NASKAH DINAS

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR XXXXX TAHUN XXXXXXXXXX

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM XXXXXXXXXX:.

TAHUN ANGGARAN r<>oo<

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

a. bahwa
b. bahwa
c. bahwa dan seterusnya;

1. X:oooooooor;

2. X:oooooooo<;

3. X;oooooooo< dan seteru snya;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim X>ooocooooo< Tahun Anggaran >ooo<,

dengan slrsun€rn keanggotaan sebatlaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

T\rgas Tim sebagaimana dirnaksud pada Diktum
KESATU adalah sebagai berikut:

Pengarah X>ooooooco<.

PenanggungJawab a. )Goooocooo<.

b. )Soooooooo<.

Ketua a. )i:oooooooo<.

b. )3oooooooo<.

c. }Soooocooo<.

d. liocoooooo<.
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Anggota

KETIGA )(;cooooooor

KEEMPAT : X:oooooooo<

Tembusan:

1. Bupati Toraja Utara;

2. Wakil Bupati Toraja Utara;

3. Inspektur Inspektorat.

e. Xloooaoooo<.

a. X>oooooooo<.

b. X>oooooooo<.

c. X>oooooooo<.

d. X>oooooooo<.

e. X>oooooooo<.

Ditetapkan di Rantepao
pada tangg€r-l >o< X>oo< :ocor

a.n. BUPATI TORAJA UTARA

SEKRETARIS DAERAH,

,ooo()ooocx
Pangkat X:ooocoooooo<

NIP )Gocooooo:ooo<
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TOR]\JA UTARA

NOMOR XXXXX TANGGAL kooooooo<

TENTANG

SUSUNAN TIM XXXXXXXXXXX TAHUN ANGGAW\N:o<xx

3

4

1. Pengarah

2. Penanggung Jawab

Ketua

Anggota

X:ooeoco<x>o(

a. Xxooo<rcooo<

b. )booooooooo<

>Lro<rcoooooo<

1. X:ooooooooo<

2 - X:oooor:oooo<

Xx,oooctoooo<

Xxooot:oooor

)Goooooo<:aol

a.n. BUPATI TORAJA UTARA

SEKRETARIS DAI]RAH,

xxxxxxxxx
Pangkat X:ooooocoooo<

NIP Xrcooooooooco<

3

5

6
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JADWAL SUB KEGIATAN

xxxxxxxxxxx
BERDASARI<AN P TA PROSES BISI\IIS

TAHUN }O(,(:(

JADWAL PELAI(SAN4.A,N

AGISNO AI(TTVITAst JAN FEB MAR MEI JI,'!T JI'L

1 X>ooooocoo<

2 X>ooooooco<

3 X>oooooooo<

4 X>oooooo<>o<

5 X:oooooooo<

I6 X>oooooooo< I

SEP OI<T uov DES
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: Penyampaian Rekomendasi

Penilaian Anggota Tim.

Sehubungan dengan berakhir pelaksanaan tugas Tim )ioooooooo<

Tahun :ooor sejak :o< X>ocxx :ooo< sampai dengan >o< X:ooo< >ooo<, dengan ini
kami sampaikan kepada Saudara bahu'a pegawai atas nam€r:

Nomor

Sifat

I-a.mpiran

Hal

Nama

Pangkat

NIP

Jabatan

KOP NASKAH DINAS

)Gooooooooo(

X:ooooooooo<

X:oooooooqoa

Xxoooooooo<

DD mnrmm YYYY

Kepada

Yth. )Gcoooooooor

di

Rantepao

direkomendasikan penilaian di bawah ekspelrtasl/sesual

ekspektasl/dl atas ekspektasi* selama menjadi anggota tirn.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan

terima kasih.

xxxxx)c(xxx,

:ooocgroot
Pangkat X:oooo<rcooo<

NIP Xxo:oooooo<
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Nomor

Sifat

Ia.mpiran

Hal

KOP NASKAH DTNAS

DD mmmmYYYY

Kepada

Yth. )Gooooooooo<

di

Rantepao

: Penyampaian

Rekomendasi Penilaian

Anggota Tim.

Sehubungan dengan berakhir pe laksanaan tugas

Tim X:oooooooor Tahun >ooo< sejak >or X>coo< >ooo< sampai

dengan >o< X>ooo< >ooo<, dengan ini l<ami sampaikan

kepada Saudara rekomendasi penilaian kinerja pegawai

selama menjadi anggota tim sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu

diucapkan terima kasih.

)ooooa>ooo(

Pangka.t Xx:oo<rcocoo<

NIP Xx<>ooooooo<

84
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Lampiran surat Kepala X:oooo<

Nomor :

Tanggal :

DAT"TAR REXOMEI{DASI PEI{ILAIAIT PE'GAWAI I|EGEIU SPIL YAITG

DITUGASI(AN UI{TI'K UENJADI AJ|(X}O'TA TIM PELAI(SAITA 
'OUOOO(

PADA BADAN 
'OOOO(

TAHTIN ANGGARAN M

Xxutmuoog<

Pangkat >oooooccoo<

NIP X.>oooooooo<x

* pilih salah saht

RAJA UTARA,

st

No Nama Jabatan Rencana

Penugasan

Dalam Tlm

Rekomendasl

Penilalan

1 )Goooaoaaao.

Pembina

NIP hooooooooo<

Analis

Kebdakan

Ahli Muda

Anggota Tim Di bawah

ekspektasi/ sesuai

ekspektasi/ di atas

ekspektasi*

)0oooooor:oo<

Penata Tingkat I

NIP X:ooooooooo<

Analis

Kebijakan

Ahli Muda

Anggota Tim Di bawah

ekspektasi/ sesuai

ekspektasi/ di atas

ekspektasi*

+
-cA

q

S BASSANG
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